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Abstract
Papua New Guinea Solution (PNG Solution) is a Australia Program cooperation with Papua New Guinea to concentrate the Papua New Guinea as a Detention Center for asylum seekers. The cooperation aiming that Asylum Seekers who wants to entered Australia territorial must transferred immediately to Manus Island, Papua New Guinea and Australia accept no more Asylum Seekers with illegal route. This analysis wants to explain why Papua New Guinea stop the Papua New Guinea (PNG Solution) cooperation with Australia. The research method used in compiling this thesis is explanative with secondary data. The analysis technique used is qualitative. The theory used is International Refugees Theory and Decision Making Theory. Both of these theories are used to answer the reason why Papua Nugini stop Papua New Guinea Solution (PNG Solution) cooperation with Australia in 2016. The results of this study showing that response of Australia to ended PNG Solution cooperation in 2016 start from no longer extended PNG Solution cooperation, not allowed the asylum seekers to entering Australia territory untul closed Detention Center in Manus Island. These are things that’s make Australia response to ended PNG Solution cooperation undertaken by Papua Nugini.
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Pendahuluan
Pencari suaka merujuk kepada mereka yang sedang menunggu proses pengakuan akan klaim status pengungsinya telah menjadi salah satu isu kemanusiaan selain perperangan ataupun bencana kelaparan. Dengan berbagai alasan dikarenakan mereka merasa terancam di negara mereka sendiri, ancaman ini berupa eksekusi yang disebabkan oleh agama, suku, ras, ekonomi maupun politik. Menurut United Nations High Commissioner for Refugees (UNCHR) atau badan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi, mayoritas pencari suaka berasal dari negara – negara berkonflik seperti Sri Lanka, Pakistan, Afghanistan, Iran, dan Irak menuju negara dapat memberikan perlindungan seperti Australia.

Ada beberapa alasan mengapa Australia menjadi negara yang harus dikunjungi oleh pencari suaka. Selain negaranya yang strategis bisa di tempuh melalui jalur laut karena mayoritas para Pencari Suaka menggunakan perahu, ternyata Australia memiliki hukum yang mengatur soal pengungsi. Hal ini dibenarkan dengan Australia pernah menandatangani konvensi pengungsi pada tahun 1951, yang mana dalam konvensi tersebut Australia harus menindak lanjuti para pencari suaka yang datang ke wilayahnya.

Berbagai macam cara pencari suaka menuju Australia. Salah satunya melalui jalur laut. Para pencari suaka biasanya menggunakan jalur ini dengan menggunakan kapal besar atau kecil yang dikenal dengan istilah perahu orang (Boat People) atau lebih dikenal dengan kedatangan orang asing tanpa identitas melalui jalur maritim (Unauthorized Maritime Arrivals) disingkat (UMAs). Jalur laut yang dilalui para pencari suaka ini berbahaya yakni melalui perairan samudera Hindia dan samudera Pasifik. Tetapi para pencari suaka tetap mempertaruhkan nyawanya melalui jalur tersebut demi mencari perlindungan atas klaim status pengungsi dan jaminan kehidupan yang lebih baik di Australia sehingga ini menjadi isu politik hangat di pemerintahan Australia.

Isu politik ini mulai mencuat ke permukaan di Australia sejak pemerintahan John Howard tahun 2001 sampai pemerintahan Kevin Rudd pada tahun 2013. Adanya peningkatan jumlah kedatangan pencari suaka yang memasuki Australia menyebabkan pemerintah Australia membatasi diri untuk memberikan status pengungsi dan visa perlindungan kepada para pencari suaka tersebut. Upaya telah dilakukan oleh pemerintah Australia dalam hal mengurangi jumlah kedatangan pencari suaka menuju Australia dengan menjalankan kerjasama bilateral sperti kebijakan Pacific Solution, Malaysia Solution, dan Operasi Relex. Salah satu kebijakan terbaru dari pemerintah Australia yang menyita perhatian publik adalah kebijakan yang dilaksanakan atas kerjasama oleh pemerintah Papua Nugini yaitu Papua New Guine Solution pada bulan Juli 2013.

Australia dan Papua Nugini sepakat menandatangani Memorandum Of Understanding (MOU) kerjasama bilateral terkait kebijakan pemindahan para pencari suaka yang berada di Australia atau yang sedang menuju Australia untuk dipindahkan atau di arahkan langsung menuju Papua Nugini.Selanjutnya pada bulan Juli 2013, kedua negara memasuki Regional Resettlement Arrangement (RRA). Sebuah kerangka kerjasama yang berisi proses pemindahan pencari suaka dan tempat tinggal permanen di PNG. RRA didukung oleh MOU kedua pada Agustus 2013. Dalam RRA para pencari suaka yang ditemukan oleh angkatan laut Australia akan dipindahkan ke Pulau Manus di PNG. Semua pembiayaan ditanggung penuh oleh Australlia. 

Australia pada tahun 2014 menganggarkan 358 juta dollar lewat pemerintah PNG untuk membangun tempat tinggal, biaya kesehatan, pendidikan dan lain-lainnya di pulau Manus untuk pencari suaka. Namun dalam kenyataanya banyak sekali kekurangan yang terjadi di pusat pengungsi pulau Manus seperti tidak memperhatikan kondisi lingkungan dan politik PNG, sistem manajemen pengalokasian bantuan dana Australia sangat lemah. Jika hal-hal tersebut bisa diatasi maka selanjutnya berhadapan dengan penduduk asli PNG yang kebanyakan miskin serta penyakit malaria yang siap menyerang kapan saja. Faktor-faktor diatas menyebabkan pulau Manus menjadi tempat yang tidak layak  bagi para pencari suaka. Para pencari suaka banyak melakukan protes terhadap pemerintahan PNG dan australia namun karena minimnya akses terhadap media Australia, dan organisasi resmi lainnya membuat mereka terisolasi. Dengan berbagai faktor diatas maka sering terjadi kerusuhan di pusat pengungsi serta banyak pengungsi yang mati akibat tidak tersediannya akses medis. Dengan banyaknya kekurangan yang mengindikasikan sebagai pelanggaran hak asasi pencari suaka maka PBB mengutus tim investigasi ke PNG untuk membuat laporan kamp pengungsi disana. Hasilnya adalah kamp disana jauh dibawah standar internasional yang telah ditetapkan oleh PBB. Hal ini berpengaruh terhadap kelangsungan kerjasama PNG Solution yang telah terjalin dari tahun 2013 antara Papua Nugini dan Australia hingga Mahkamah Agung memutuskan untuk menutup Pusat Detensi Pulau Manus pada tahun 2016 dan menyuruh Pemerintah papua Nugini agar segera menghakhiri kerjasama PNG Solution dengan Australia.

Dalam penelitian ini akan berisi cara terdahulu dan bagaimana Respon Australia terhadap pemberhentian kerjasama PNG Solution yang dilakukan Papua Nugini pada tahun 2016 melalui konsep Pengungsi Internasional dan Konsep pengambilan keputusan.

Kerangka Dasar Teori Dan Konsep
KonsepPengungsi Internasional
United Nation High Commisioner for Refugees (UNHCR) memberikan defenisi tentang pengungsi adalah setiap orang yang berada diluar negara warga negaranya atau jika ia tidak memiliki warga negara, negara dimana dia bertempat tinggal sebelumnya, karena ia memiliki rasa takut akan persekusi karena alasan ras, kewarganegaraan, atau pendapat politik dan tidak dapat, atau karena suatu kekuatan, tidak bermaksud untuk mendapatkan dirinya perlindungan dari pemerintah negara kewarganegaraanya atau jika dia tidak memiliki kewarganegaraan untuk kembali ke negara dimana dia pernah bertempat tinggal sebelumnya.

Pengertian pengungsi menurut departemen tenaga kerja dan transmigrasi adalah orang yang dipaksa keluar dari rumah atau wilayah yang merupakan tempat tinggal. Mencari nafkah, berkeluarga dan lain-lain. Pengertian mengenai pengungsi secara harafiah yang dimuat dalam kamus besar bahasa indonesia adalah kata benda yang berarti orang yang mengungsi. Terjadinya pengungsi karena adanya bahaya misalnya bencana alam. Mengungsi juga terjadi karena bencana buatan manusia seperti konflik bersenjata, rejim politik, pelecehan ham dan lain-lainnya. Berdasarkan konvensi tahun 1951 di Jenewa, UNHCR mengelompokan pengungsi menjadi dua jenis yaitu pengungsi terkenal disebut Internal Displace Persons (IDPs) dan pengungsi lintas batas negara atau Refugee.
1.	Pengungsi internal 
	Pengungsi internal adalah pengungsi adalah pengungsi yang keluar dari batas wilayah tertentu dan menempati wilayah lainnya tetapi masih dalam suatu negara. Pengungsi internal  biasanya merupakan penduduk imigran terpaksa akibat dari konflik bersenjata atau akibat dari situasi rawan lainnya (seperti bencana alam, kekerasan manusia) yang tidak melintasi wilayah negaranya. 

	Pengungsi internal juga dapat diartikan sebagai seorang atau kelompok masyarakat yang berpindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya sebagai akibat dari bencana alam atau bencana sosial yang menimbulkan kecemasan dan ketakutan yang dapat mengancam setiap jiwa indiividu maupun kelompok. Berbagai pertikaian dan kekerasan baik yang disebabkan oleh prasangka etnis, agama, maupun dampak kecemburuan penduduk lokal dengan pendatang yang berbasis ketimpangan dan perbedaan akses atas penugasan sumber-sumber daya ekonomi, telah berakibat pada pengungsian besar-besaran warga masyarakat berbagai daerah. 

2. 	Pengungsi Lintas Batas 
	Pengungsi lintas negara adalah seorang atau sekelompok orang yang oleh karena rasa takut yang wajar dan kemungkinan dianiyaya berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pandangan politik, terpaksa keluar dari negara asalnya dan tidak bisa karena rasa takut itu, tidak berkehendak dalam perlindungan negeri tersebut. 

Dalam status perjalanannya, pengungsi mengalami beberapa tahap:
1.	Tahap sebelum pelarian (Pre-Flight) yaitu pengungsi ditampung disuatu tempat yang mana sebelum akhirnya dipindah ketempat tujuannya. Lamanya ditempat penampungan tergantung dari sarana yang ada untuk memindahkan pengungsi ketempat tujuan. 

2.	Tahap pelarian dan keterpisahan (Flight and Separation) yaitu tahap ini pengalaman pengungsi dalam perjalanan ke tempat tujuan. Kondisi ini sangat tergantung pada sarana transportasi yang didapatkan oleh pengungsi. Banyaknya pengungsi dan kemungkinan  terpisah dengan anggota keluarganya yang lain. 

3.	Tahap penampungan ditempat tujuan (Asylum). Pengungsi ditampung ditempat penampungan darurat yang fasilitasnya sangat terbatas, bisa juga tinggal di rumah-rumah penduduk. Lama tinggal di penampungan tergantung pada penyediaan tempat baru yang disediakan pemerintah setempat untuk mrnjadi tujuan para pengungsi. 

4.	Tahap penempetan tempat tinggal baru (Resettlement). Pada tahap ini pengungsi menempati tempat tinggal yang disediakan oleh pemerintah.

Konsep Decision Making (Pengambilan Keputusan)
Keputusan merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan Pengambilan Keputusan (decision making) didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas criteria tertentu. Proses ini meliputi dua alternative atau lebih karena seandainya hanya terdapat satu alternative tidak akan ada satu keputusan yang akan diambil.Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. 

G.R Terry mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan criteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin. Ahli lain yaitu Harold dan Cyril O’Donnell mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pilihan diantara altenatif mengenai suatu cara bertindak yaitu inti dari perencanan, suatu rencana tidak dapat dipercaya, petunjuk atau reputasi yang telah dibuat dan P.Siagian mendefinisikan pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data, penelitian yang matangatasi alternatif dan tindakan.

Pengambilan keputusan menurut Richard Snyder untuk menjelaskan sebuah proses yang menyangkut pemilihan dari sejumlah masalah yang terbentuk secara sosial, pemikiran sarana-sarana alternative yang ingin diterapkan dalam urusan negara yang dipikirkan oleh para pembuat keputusan. Dalam pengambilan keputusan, negara merupakan aktor utama. Proses pengambilan keputusan merupakan alat yang dapat menjelaskan tindakan yang diambil oleh masing-masing negara dalam hubungan internasional. Dalam pandangan Snyder, proses pembuatan keputusan dimaksudkan untuk mengetahui apakah keputusan itu dapat mempengaruhi hasil atau tidak. Analisis decision making cenderung menyamakan tindakan negara sebagai tindakan yang dilakukan oleh segelintir orang yang bertindak atas nama negara (para pembuat keputusan resmi) dimana dalam menentukan perilaku para pembuat keputusan dipengaruhi oleh berbagai situasi sekililingnya.

Dalam memahami perilaku pengambilan keputusan, kita tidak hanya perlu menelaah problema-problema intelektual yang dihadapi oleh para pengambil keputusan serta faktor-faktor psikologis yang mempengaruhinya, tetapi juga perlu memahami dampak latar organisasi tempat mereka bekerja. Pada bagian ini kita akan menelaah karakteristik umum pengambilan keputusan organisasi-organisasi berskala besar serta dampak khusus faktor organisasi bagi para pengambil keputusan. Orang akan berasumsi bahwa pandangan tentang pengambilan keputusan sebagai suatu proses intelektual yang bersifat rasional lebih bisa diperhitungkan dalam organisasi-organisasi yang berskala luas seperti birokrasi politik luar negeri. 

Snyder mengemukakan bahwa berbagai lingkungan internal dan eksternal mempengaruhi perilaku politik luar negeri suatu negara. Peranan kepemimpinan, persepsi dan sistem kepercayaan adat para pembuat keputusan, arus informasi diantara mereka, dan dampak dari berbagai kebijakan luar negeri terhadap pilihan-pilihan mereka, merupakan faktor-faktor penting untuk menjelaskan pilihan-pilihan kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara. Penelitian Snyder juga mempertimbangkan karakterisitik situasional ketika pengambilan keputusan sedang berlangsung, misalnya apakah proses pengambilan keputusan itu dibuat dalam situasi tertekan, krisis atau beresiko.

Lingkungan internal pembuatan keputusan terdiri dari bukan lingkungan masyarakat, masyarakat dan lingkungan mayarakat yang berupa budaya atau populasi. Lingkungan eksternal pembuatan keputusan terdiri dari bukan lingkungan masyarakat, kebudayaan lain, masyarakat lain, organisasi masyarakat dan lembaga fungsional dari aksi / tindakan pemerintah. Sedangkan, struktur sosial dan perilaku terdiri dari kondisi utama nilai orientasi, institusional utama pola bentuk, karakteristik utama dari organisasisosial, perbedaan aturan dan spesifikasi peranan, bentuk dan fungsi kelompok, proses sosial yang relevan berupa pembentukan opini, sosialisasi orang dewasa, dan politik.
	
Lingkungan internal dan eksternal mempunyai kedudukan yang sama dan saling mempengaruhi dalam pembuatan keputusan luar negeri. Lingkungan internal sangat dipengaruhi oleh beberapa variabel dalam negeri. Lingkungan internal dan struktur sosial dan perilaku berjalan beriringan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Lingkungan internal berupa masyarakat, merupakan faktor utama dalam pembentukan arah dan orientasi dari struktur dan perilaku masyarakat, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan lingkungan internal dan eksternal, para pembuat keputusan berusaha menyeimbangkan faktor tersebut dalam perumusan kebijakan luar negeri.

Dalam prosedur yang dikemukakan oleh Snyder faktor apapun yang menjadi determinan dalam politik luar negeri akan diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para pembuat keputusan (decision makers). Kelebihan dari model ini yaitu dimensi manusia dianggap lebih efektif dari politik luar negeri itu sendiri. Maka dari itu, faktor-faktor yang paling penting yang dapat menjelaskan pilihan-pilihan politik luar negeri adalah: 
1.	Motivasi dari para pembuat keputusan (nilai-nilai dan norma yang dianut), merupakan suatu dorongan untuk menggunakan kesempatan yang dimiliki dan menekankan mengapa suatu keputusan tersebut diambil. 
2.	Arus informasi diantara mereka (jaringan informasi), untuk mengetahui sumber-sumber yang dapat menjadi masukan bagi perumusan politik dan kebijakan luar negeri.
3.	Pengaruh dari berbagai politik luar negeri terhadap pilihan mereka sendiri, menekankan tentang persepsi mengenai lingkungan internasional yang mempengaruhi pembuatan kebijakan tersebut.
4.	Keadaan atau situasi untuk mengambil keputusan (occasion for decision) yang ada pada waktu keputusan itu dibuat, apakah sedang dalam krisis atau tidak dalam krisis suatu keputusan tersebut diambil.

Adapun menurut Rossenau pembuatan keputusan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh variabel-variabel individu (individual), peran (role), pemerintah (government), masyarakat (social), dan sistemik (sistemic). Varibel individual adalah semua aspek dari seseorang pembuat keputusan (nilai, bakat, dan pengalamannya) yang membedakan pilihan-pilihan kebijakan luar negerinya atau perilakunya dengan pembuat keputusan lain. Peran merupakan semua variabel yang berkaitan dengan perilaku eksternal seorang pejabat yang berasal dari peran yang dimainkan dan yang terlepas dari karakteristik individualnya.

Variabel pemerintah berkaitan dengan aspek-aspek dari struktur pemerintahan yang dapat membatasi atau mendukung pilihan kebijakan luar  negeri yang dibuat pembuat keputusan. Masyarakat merupakan aspek-aspek bukan pemerintah (non-governmental) dari suatu masyarakat yang mempengaruhi perilaku eksternal, seperti orientasi nilai yang utama suatu masyarakat. Tingkat kesatuan nasional, dan perkembangan industrialisasinya. Sistemik terdiri dari aspek-aspek bukan manusia dari lingkungan eksternal suatu masyarakat atau setiap tindakan yang terjadi diluar negaranya yang dapat mengkondisikan bahwa mempengaruhi pilihan-pilihan yang dibuat pemerintahannya.

Metodologi Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatif dimana penulis berusaha untuk menjelaskan bagaimana Respon Australia terhadap pemberhentian kerjasama PNG Solution tahun 2016.




Hasil Penelitian
Memuat sejarah kedatangan para Pencari Suaka menuju Australia, cara penanganan Pencari Suaka oleh Australia mulai dari Mandatory Detention hingga kerjasama PNG Solution, kondisi pusat detensi pulau Manus yang dijadikan tempat penampungan sementara dalam kerangka kerjasama PNG Solution, Respon pemerintah Australia  dan Respon public Australia terkait pemberhentian kerjasama PNG Solution.

Respon Pemerintah Australia
1.	Menutup Pusat Detensi Pulau Manus
	Kerjasama PNG Solution berakhir pada 16 Agustus 2016 ketika diputuskan oleh Mahkamah Agung Papua Nugini ilegal dan tidak di akui secara konstitusional. Pada juli 2017, Australia secara resmi menutup pusat detensi di Pulau Manus dan mewajibkan semua orang didalam pusat detensi untuk meninggalkan pusat pemrosesan paling lambat pada 31 Oktober 2017. Setelah tanggal 31 Oktober 2017, tidak akan ada lagi persediaan air bersih, listrik, maupun makanan untuk para PencariSuaka yang masihbersikeras mendiami Pusat Detensi di Pulau Manus. 

	Setelah Pusat Detensi di Pulau Manus tutup, sebanyak 600 para Pencari Suaka masih bertahan di Pusat Detensi dengan berharap akan mendapat status Pengungsi. Ketika Australia menutup paksa Pusat Detensi di Pulau Manus, Australia sudah tidak bertanggungjawab terhadap Para Pencari Suaka yang tidak ingin pindah dari Pusat Detensi Pulau Manus dan tanggung jawab kembali kepada otoritas Papua Nugini. Menurut Pencari Suaka yang tidak ingin pindah, mereka lebih merasa nyaman di dalam Pusat Detensi ketimbang diluar Pusat Detensi bersama para warga local Pulau Manus yang menurut mereka tidak menerima kehadiran para Pencari Suaka walaupun para Pencari suaka dipaksa oleh otoritas Papua Nugini untuk mengosongkan Pusat Detensi dan di pindah ke pusat akomodasi alternatif di dekat kota utama Manus, Lorengau. Layanan akan diberikan kepada para Pencari Suaka sementara menunggu untuk pergi dari Pulau Manus dan layanan ini diberikan oleh pihak otoritas Papua Nugini.

	Selain para Pencari Suaka yang dirugikan atas penahanan yang terjadi pada pusat detensi Pulau Manus, para warga local masyarakat Pulau Manus juga merasa dirugikan atas berdirinya pusat detensi di Pulau Manus. Para masyarakat hingga perusahaan yang berada di Pulau Manus tidak mendapatkan manfaat daripada berdirinya pusat detensi Pulau Manus padahal sebagian masyarakat berharap untuk mendapat pekerjaan dan kesempatan bisnis dengan adanya pusat detensi Pulau Manus. Masyarakat hanya ditawarkan pekerjaan rendahan seperti tukang masak, petugas kebersihan dan satpam dengan upah yang lebih rendah dari orang-orang yang didatangkan dari Port Moresby, Ibukota Papua Nugini. Pada tahun 2013 sebuah aksi protes dilancarkan di tengah kemarahan warga local sebagai dampak daripada kekecewaan masyarakat Pulau Manus ini berdampak kepada pemblokiran akses menuju tempat pembuangan sampah sampai pemutusan saluran air yang menuju pusat detensi oleh masyarakat Pulau Manus jika mereka tidak diberi kompensasi dikarenakan pada awalnya masyarakat Pulau Manus menawarkan untuk mengelola tempat pembuangan sampah pusat detensi namun ditolak oleh pihak pengelola pusat detensi dan mendatangkan kontraktor dari Australia untuk mengelola tempat pembuangan sampah pusat detensi Pulau Manus. Menurut Anggota parlemen Papua Nugini untuk Pulau Manus, Ronny Knight ingin pusat detensi Pulau Manus ditutup sampai berakhirnya pemilu federal di Australia karena tidakadakeberpihakan dan manfaat bagi warga sekitar Pusat Detensi Pulau Manus dan menginisiasi para pemilik tanah yang berada di sekitar Pulau Manus untuk menutup tempat pembuangan sampah yang digunakan untuk membuang sampah dari Pusat Detensi. Selain itu terdapat tuntutan dari para masyarakat pemilik lahan pusat detensi dan pemilik lahan lepas pantai untuk berlabuhnya kapal Angkatan Laut Australia kepada pemerintah Australia dan Papua Nugini agar mengganti kerugian para pemilik lahansebesar 130,000 Dolar Australia.

	Pemerintah Australia telah menjanjikan suatu paket pembangunan khusus untuk Pulau Manus sebagai imbalan karena telah menggunakan Pulau Manus untuk keperluan Pusat Detensi. Paket pembangunan tersebut mencakup perbaikan jalan raya, pembangunan ruang kelas sekolah dan perbaikan infra struktur sekolah hingga pembangunan pasar di Pulau Manus. Selain itu, permasalahan kerap terjadi antara Masyarakat Pulau Manus dan para Pencari Suaka dikarenakan perbedaan budaya dan terdapat ketimpangan social antara masyarakat Pulau Manus dan Pencari Suaka. Masyarakat Pulau Manus berpendapat bahwa para Pencari Suaka diuntungkan karena pada nantinya para Pencari Suaka yang telah selesai diproses di Pusat Detensi akan menjadi warga negara Papua Nugini dengan mudah.

2. 	Australia tidak memperpanjang kerjasama PNG Solution
	Kerjasama PNG Solution merupakan kerjasama antara Australia dan Papua Nugini dalam menangani para Pencari Suaka yang akan memasuki wilayah Australia agar dipindahkan dan di proses pada Pusat Detensi Pulau Manus yang dimulai pada tahun 2013 pasca kerjasama Pacific Solution disepakati oleh Perdana Menteri Papua Nugini Peter O’Neil dan Perdana Menteri Australia, Kevin Rudd yang diakhiri pada 2016. Kerjasama PNG Solution memiliki pembaharuan kerjasama setiap 12 (duabelas) bulan sekali yang dimana Australia berhak memberhentikan atau melanjutkan kontrak kerjasama PNG Solution terhadap Papua Nugini. Pada 16 Agustus 2016 ketika Australia dan Papua Nugini sepakat untuk menutup Pusat Detensi Pulau Manus dan kerjasama PNG Solution, Australia tidak mengadakan rekonsiliasi kerjasama PNG Solution atau berniat memperpanjang kerjasama PNG Solution.	

	Selain itu, Perdana Menteri Papua Nugini Peter O’Neil mengakui temuan pengadilan Mahkamah Agung terhadap putusan Pusat Detensi Pulau Manus serta mengambil respon cepat untuk melakukan penutupan Pusat Detensi Pulau Manus tanpa melibatkan Australia menjadi pemicu Australia tidak ingin memperpanjang kerjasama PNG Solution terhadap Papua Nugini.

	Pada Juni 2017, Pemerintah Australia bersedia membayar ganti Rugi 70 juta Dolar Australia kepada 1900 Pencari Suaka yang telah ditahan pada Pusat Detensi Pulau Manus. Dengan Australia membayar ganti rugi bagi para Pencari Suaka, Australia tidak ingin direpotkan untuk memperpanjang kerjasama PNG Solution dan bersiap mengembalikan para Pencari Suaka yang masih bertahan di Pusat Detensi di Pulau Manus. Australia memiliki anggaran 150 juta hingga 250 juta dollar untuk mengurus para Pencari Suaka di Pulau Manus pasca penutupan Pusat Detensi. Anggaran ini meliputi keperluan untuk hidup hingga mengirim kembali para Pencari Suaka kembali ke negara asal sehingga Australia bertanggung jawab terhadap pemindahan Para Pencari Suaka yang ingin kembali atau pandah dari Pusat Detensi Pulau Manus.

3. 	Australia tidak mengizinkan para Pencari Suaka untuk memasuki wilayah Australia
	Sebagai Negara yang telah meratifikasi migration act 1958 dan Konvensi Pengungsi 1951, Australia sudah seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap Pencari Suaka maupun Pengungsi yang mencari tempat perlindungan atau pun tempat tinggal ke wilayah Australia dari Negara – negara asal mereka yang berkonflik. Namun, pada berakhirnya kerjasama PNG Solution antara Australia dan Papua Nugini yang mengharuskan Australia sepakat untuk menutup Pusat Detensi Pulau Manus, Australia tidak mengizinkan para Pencari Suaka dan Pengungsi untuk memasuki wilayah Australia dengan alas an mencegah penjahat dan melindungi kepentingan nasional Negara Australia. 

	Menteri Dalam Negeri Australia, Peter Dutton sedang berupaya mencabut UU Medevac yang memudahkan Pengungsi maupun Pencari Suaka yang berada di Pusat Detensi di Pulau Manus dan Nauru untuk mendapatkan perawatan medis di Australia.  UU Medevac sendiri merupakan UU yang mengizinkan dokter atau para prakitisi medis untuk mengevakuasi orang sakit ke Australia untuk perawatan medis yang mendesak. Pemerintah Australia menganggap bahwa UU Medevac beresiko menjadi celah bagi para advokat Pencari Suaka untuk membawa Pencari Suaka ke Australia dengan alasan agar mendapatkan perawatan medis yang mendesak di Australia.

	Pemerintah Australia telah menawarkan kepada para Pencari Suaka yang berada di bekas Pusat Detensi Pulau Manus untuk pindah ke Nauru sementara menunggu kemungkinan Amerika Serikat dan Selandia Baru untuk menerima para Pencari Suaka. Sedangkan Amerika telah menolak permohonan untuk tinggal sebanyak 300, Para Pencari Suaka yang berada di Pusat Detensi Pulau Manus dan Pulau Nauru walaupun ada kesepakatan antara pemerintah Australia dan Amerika Serikat untuk menampung 1000 Pencari Suaka agar masuk ke dalam wilayah Amerika Serikat.

Respon Publik Australia
Selain masyarakat Papua Nugini yang cukup khawatir atas kehadiran para pencari suaka yang memasuki wilayah teritorial Papua Nugini, Para masyarakat Australia pun menolak adanya pusat detensi Australia yang ditempatkan dalam pulau Manus sebagai kerangka kerjasama PNG Solution. Menurut para masyarakat Australia hal pusat detensi yang tidak layak bagi para Pencari Suaka akan menimbulkan masalah baru seperti timbulnya berbagai macam penyakit hingga depresi bagi para Pencari Suaka yang tinggal di Pusat Detensi Pulau Manus. 

Berbagai penolakan dan demostrasi masa terjadi sepanjang tahun 2017 di Canberra, Australia. Para masa menginginkan pemerintah Australia untuk menutup pusat detensi Pencari Suaka yang berada di pulau Manus, dan beranggapan bahwa pusat detensi tersebut merupakan sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan serta tidak memanusiakan manusia ketika menganggap manusia pencari suaka adalah illegal. Hal ini mendapat berbagai reaksi daripada masyarakat Internasional dan beberapa Organisasi Internasional, sehingga menjadi acuan Pemerintah Australia untuk segera menutup dan mengakhiri kerjasama PNG Solution antara Australia dan Papua Nugini. Para pendemo menyebut Pemerintah Australia dengan “memperlakukan manusia seperti binatang” dan mengecam Pemerintah Australia untuk membebaskan para Pencari Suaka dan mengakomodir untuk memasuki dan mendapatkan penghidupan layak di Australia.

1.	Respon Media
	Pada 3 Mei 2016, Guardian sebagai salah satu media Internasional terpecaya memberitakan tentang bagaimana hidup salah satu Pencari Suaka di Pusat Detensi dengan judul berita Self-Immolation: desperate protest against Australia’s detention regime. Dalam berita tersebut terdapat sebuah video yang menggambarkan Omid Masoumali, seorang Pencari Suaka berusia 23 tahun berasal dari Iran basah kuyup dan berdiri sendirian di tanah terbuka sambil memohon untuk dibebaskan kepada penjaga Pusat Detensi Pulau Manus. Omid Masoumali berteriak tidak tahan lagi untuk tinggal di Pusat Detensi dan para penjaga langsung memukulinya hingga jatuh. Sementara para Pencari Suaka yang lain menangis dan berteriak memanggil ambulan. Dalam kejadian tersebut Omid Masoumali mengambil senjata penjaga dan menembak dirinya sendiri sebagai bentuk protes atas penahannya yang berkelanjutan.

	Selain video Omid Masoumali, Media Guardian juga memberitakan Pencari Suaka bernama Hodan Yasin yang berasal dari Somalia membakar dirinya sendiri karena tidak tahan dengan perlakuan yang ia dapatkan selama berada di Pusat Detensi. Hodan Yasin mengalami luka bakar hingga 70% dari tubuhnya dengan bagian parah di atas tubuhnya dan wajahnya.

	Media Guardian mencoba menggambarkan bahwa penahanan Pusat Detensi Pencari Suaka membuat para Pencari Suaka menderita dan membuat para pembaca berita Guardian mengetahui bagaimana penderitaan serta perasaan depresi para Pencari Suaka yang ditahan di dalam Pusat Detensi. Hal ini berpengaruh terhadap framing yang diberikan Media Guardian terhadap pemerintah Australia dan terutama Papua Nugini. Citra yang buruk dan membuat Papua Nugini berfikir akan menutup Pusat Detensi dan membebaskan para Pencari Suaka yang ditahan.

2.	Respon Organisasi Internasional
	Sejak diperlakukannya kerjasama PNG Solution, setiap para pencari suaka yang diproses terutama laki-laki yang belum menikah akan ditempatkan di Pulau Manus sedangkan bagi wanita, anak-anak, dan yang bekeluarga akan ditempatkan di pulau Nauru. Dalam beberapa bulan setelah penempatan pada pusat detensi, para pencari suaka dilaporkan mengalami krisis mental dan mengalami gangguan kesehatan karena tidak memadai nya fasilitas yang didapat serta para pencari suaka yang mengalami gangguan mental pun dianggap terlalu jenuh dan merasa tidak memiliki masa depan ketika tinggal di dalam pusat detensi. Klinik lokal yang berada disekitar pusat detensi dituduh tidak ingin menyembuhkan para pencari suaka yang ingin berobat dan menolak untuk membawa sejumlah pasien berobatuntuk di transfer ke Port Moresby, Ibukota Papua Nugini. Hal ini mengakibatkan berbagai polemik dan permasalahan yang berada di pusat detensi.

	Kerjasama PNG Solution di mata Dunia Internasional beragam. Mulai tidak memanusiakan manusia hingga Australia dinilai melanggar beberapa UU ( UU tentang Pencari Suaka) sehingga membuat kerjasama PNG Solution harus diakhiri agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan yang pada akhirnya membuat Australia buruk di mata Internasional.

	Beberapa Organisasi termasuk di antaranya Amnesty International Australia (AIA) mendukung penuh untuk para pencari suaka agar segera di evakuasi dari pulau Manus untuk diselamatkan dan segera memulai operasi penutupan pusat detensi yang berada di pulau Manus.Selain itu sebuah laporan dari Human Rights Watch menyebutkan bahwa para Pencari Suaka menjadi sasaran pelecehan oleh para Angkatan Laut Australia di sebuah lokasi pemrosesan lepas pantai sebelum dibawa menuju Pusat Detensi Pulau Manus sebagai sikap yang disengaja oleh para Angkatan Laut Australia untuk memberikan efek jera bagi para Pencari Suaka agar tidak berani kembali ke Australia.

	Kondisi di Pusat Detensi Pulau Manus digambarkan tidak menyenangkan dan kebrutalan karena para penjaga Pusat Detensi Pulau Manus dituduh melakukan tindak pemukulan dan perbuatan tidak menyenangkant erhadap para Pencari Suaka. Hal ini juga ditanggapi serius oleh The Refugee Council of Australia (RCOA). Sebagai organisasi yang mendukung dan melindungi para Pengungsi, RCOA menganggap isu PNG Solution ini sebagai isu yang merusak reputasi Australia di mata Internasional. Pusat Detensi dianggap sebagai perangkap bagi para Pencari Suaka yang tidak bersalah serta merendahkan martabat dan tidak manusiawi.

 	Setidaknya terdapat 170.000 petisi dan 400 Organisasi kemanusiaan Australia yang sudah ditanda tangani oleh beberapa orang-orang yang mendukung untuk ditutupnya pusat detensi di Pulau Manus termasuk ditanda tangani oleh Kerryn Phelps, yang merupakan anggota Parlemen Australia dan juga sebagai presiden Australian Medical Association (AMA) hal ini yang mengakibatkan pemerintah Australia segera mengambil langkah untuk menghentikan kerjasama PNG Solution.

	Selain Organisasi Internasional, Partai Hijau Australia juga mengkritik Pusat Detensi sebagai sebuah solusi atas penanganan Pencari Suaka yang akan memasuki wilayah Australia. Sebagai pemimpin Partai Hijau Australia, Richard di Natale menolak kerjasama PNG Solution karena kerjasama PNG Solution menggolongkan para Pencari Suaka sebagai golongan manusia illegal dan tak pantas diberi perlindungan yang bertentangan terhadap Hak Asasi Manusia. Para Pencari Suaka merupakan manusia yang sama. Bagi Partai Hijau Australia, apa yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung sudah sesuai dengan harapan Partai Hijau Australia.



Kesimpulan
Pencari suaka sebagai isu yang tidak bisa terlepas dari Australia, terutama telah menjadi polemik ketika peningkatan pencari suaka menjadi permasalahan bagi pemerintah Australialaluseakandilimpahkanke Negara-negara sekitar Australia yang berada di kawasan Asia Pasifikkarena Australia sendiritidakingin para PencariSuakamemasukiwilayahnya. Australia memiliki kedaulatan yang mencegah orang asing untuk memasuki dan bermukim di wilayah Australia, tetapi disisi lain pencari suaka juga menjadi permasalahan kemanusiaan. Tidak mungkin tanpa sebab para pencari suaka mendatangi suatu wilayah seperti Australia jika tidak memiliki masalah, merasa terancam di negara asalnya karena isu sara, agama, ras, dan perbedaan pandangan politik lain. 

Beberapa cara dan kebijakan telah dilakukan Australia untuk mencegah dan mengurusi pencari suaka yang masuk kedalam Australia. Karena Australia pernah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, dan memiliki Migration Act 1985 sebagai pedoman dan tanggung jawab untuk menangani para pencari suaka. Namun seiring meningkatnya penduduk Australia dan pencari suaka. Australia agak lebih sulit menerima semua pencari suaka yang masuk dikarenakan tidak hanya isu ini yang menjadi perhatian pemerintah Australia. Hal ini dilihat beberapa kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan dari Pacific Solution, Malaysia Solution, Bridging Visa hingga PNG Solution yang bekerjasama dengan Papua Nugini.PNG Solution dengan Papua Nugini yang mengharuskan para pencari suaka yang datang ke Australia menggunakan perahu agar dipindahkan menuju Detention Center di Pulau Manus, PNG. Namun, beberapa polemik pun muncul pada kerjasama terakhir dalam kerangka PNG Solution bersama Papua Nugini. Dimulai pusat detensi yang tidak memadai hingga tekanan pihak oposisi yang memaksaMahkamah Konstitusi untuk menutup dan mengakhiri kerjasama PNG Solution karena telah melanggar konstitusi. Wacana penutupan pusat Detensi pulau Manus semakin menguat ketika beberapa permasalahan di pusat Detensi seperti akses makanan dan air bersih yang minim, tempat yang tidak layak, dan kerusuhan yang terus-menerus terjadi diketahui oleh beberapa Organisasi Internasional dan beberapa media sehingga pada 26 April 2016 Mahkamah Agung memutuskan bahwa Detention Center yang berada di pulau Manus illegal dan ditutup pada tanggal 16 Agustus 2016.

Kedua Negara baik Australia maupun Papua Nugini sepakat untuk menutup pusat detensi yang berada dalam kerangka kerjasama PNG Solution. Kerjasama PNG Solution sendiri dimulai tahun 2013 dan selalu diperbaharui kontrak peminjaman pulau Manus setiap 12 bulan sekali dan akhirnya harus berakhir pada tahun 2016 tanpa kedua Negara baik Papua Nugini atau Australia tidak ingin memperjuangkan kerjasama PNG Solution tetap ada ataupun ingin memperpanjang kontrak peminjaman pulau Manus, sedangkan jika dilihat dari bergaining position, Australia memiliki kemampuan untuk tetap mempertahankan kerjasama PNG Solution.
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